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Abstract: 
Polemics regarding the lives of men and women were not 
only the matter of marriage and divorce, but also zina 
(fornication), which often causes problems in the 
community. This study explored the perspective of 
Bimaness regarding the concept of zina; and whether 
research anchored in the sociology of law gathered the data 
and empirical evidence in the field analyzed using 
phenomenological dan fungsional structural approaches. 
The empirical findings showed that, first, Bimanese 
community, as in Islam, regarded zina as cruel acts. 
Therefore, sanction was imposed on the fornicators to 
uphold ‘amarma’rufnahimungkar’ (enjoining good and 
forbidding wrong’ principle); second, the sanction imposed 
on the fornicators was somehow unregistered marriage. The 
sanction imposed was deemed to be a panacea for some 
people, while others regarded it as merely no more than just 
a sanction. For the former, such a sanction  could generate 
deterrent effects: the perpetrator were ashamed of the 
society and family regarding their immoral acts and were 
compelled to be responsible. The reason for the latter to 
regard the sanction as a mere sanction was due to the illegal 
marriage status, an unregistered marriage pertaining to the 
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state law. Thus, the marriage would not last longer, and the 
public could only impose, yet did not escort sanction. 
 
Keyword:  Zina, Unregistered Marriage, Bimanese. 
 
Pendahuluan 
Keresahan akan bahayanya khatwat yang dapat menjurus ke 
zina yang mana bisa mengakibatkan adanya hubungan luar nikah 
selain itu kasus pembuangan bayi yang terjadi memberikan tanda 
akan pergaulan bebas yang sudah melampaui batas yang terjadi 
di Kota Bima. 
Persoalan ini juga sering terjadi di tempat-tempat 
penginapan dan kos-kosan yang seharusnya menjadi tempat 
untuk beristirahat malah disalahgunakan untuk kepentingan-
kepentingan lain yang bersifat merusak, yakni berdua-duaan 
yang dapat berakibat dan menjurus ke dalam perzinahan. 
Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus asusila 
dan amoral di Kota Bima. Seperti aborsi dan pembuangan bayi 
hasil hubungan di luar nikah yang terjadi sebulan terakhir di 
kelurahan Sarae dan Sadia. Dua kasus itu menjadi catatan penting, 
bahwa nilai moral dan akhlak generasi muda saat ini mulai 
runtuh. Perbuatan zina seolah halal dilakukan. Kos maupun hotel 
menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan tindakan tidak 
terpuji itu. Sementara pengawasan pemerintah kurang.1 
Keresahan-keresahan ini pun membuat masyarakat 
Rasana’e Barat menjadi resah, yang mana timbul adanya 
ketakutan jika hal tersebut terjadi di wilayahnya. Menyikapi 
persoalan ini, masyarakat Bima khususnya di kecamatan 
Rasana’e Barat mencari penyelesaian akan persoalan yang 
sudah dianggap meresahkan tersebut dengan membentuk 
                                                 
1 Redaksi Kahaba Net “MUI Nilai Pendidikan Agama Sudah Dilupakan” 
http://kahaba.net/berita-bima/24971/mui-nilai-pendidikan-agama-sudah-
dilupakan.html (diakses tanggal 11 November 2015). 
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sebuah ketetapan hukum bersama bahwa bagi oknum 
masyarakat yang kedapatan berduaan dalam kamar tanpa 
adanya hubungan mah}rom serta dalam kondisi yang 
mencurigakan maka akan diberi sanksi nikah. Penerapan sanksi 
ini merupakan inisiatif masyarakat.2 
Perlakuan untuk dinikahkan karena zina ini, untuk 
menjaga dari konsep ‚la taqrabu zinna‛ serta dari konsep hadits 
yang apabila seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang 
wanita melainkan yang ketiga diantara mereka adalah setan, 
karena adanya indikasi adanya setan ketika mereka berdua-
duaan, maka perlu dijaga dengan cara mereka menikahkan.3 
Pernikahan ini sering dianggap sebagai Londo Iha, 
yakni pernikahan yang dalam prosesnya memang tidak wajar 
layaknya pernikahan seperti pada umumnya, sehingga 
akibatnya menjadi aib bagi keluarga, terkadang masyarakat 
Bima menganggap pernikahan di bawah tangan atau hanya 
dibuktikan dengan surat keterangan yang berisi bahwa mereka 
telah melakukan pernikahan disertai meterai, hal ini oleh 
masyarakat disebut sebagai nikah liar yang berarti pernikahan 
tidak tercatat.4 
Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian dengan cara 
menikah tidak ada, akan tetapi solusi yang diberikan adalah 
dengan memberikan hukuman had, yakni: dera seratus kali bagi 
ghairul muhsan, dan rajam sampai mati bagi muhsan. Sedangkan 
dalam persoalan tuduhan zina (qadhaf) yang disampaikan oleh 
saksi yang menuduh zina itu harus membuktikan tuduhannya 
tersebut benar, dengan diucapkan secara tegas serta 
                                                 
2Wawancara dengan Ketua Pemuda Kel. Nae 2014 , Warga Kelurahan 
Na’e Kecamatan Rasana’e Barat, tanggal 9 Agustus 2015. 
3Wawancara via telephone dengan Tuan Guru H. Said Amin, tanggal 
10 Maret 2015. 
4Wawancara via telephone dengan warga wilayah Kelurahan Na’e 
Kecamatan Rasana’e Barat Barat, tanggal 21 November 2015. 
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menghadirkan empat orang saksi yang melihat si tertuduh 
melakukan perbuatan tersebut, tidak berdasarkan kata orang, 
dugaan, penglihatan yang samar atau adanya gerakan yang 
dianggap sebagai hubungan seks. Sedangkan faktanya apabila 
melihat bahwa ada pasangan yang berduaan dalam kamar dan 
adanya waktu bertamu yang lama maka sudah diindikasikan 
telah melakukan perbuatan berzina dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bukti bahwa mereka telah 
melakukan zina. 
Dari dugaan-dugaan itu, dapat terlihat ada suatu sikap 
masyarakat yang evolusioner dalam menyikapi aturan 
mengenai perzinahan yang dalam hal pidana hanya 
diberlakukan kepada wanita atau pria yang sudah menikah, hal 
ini sebagaimana dalam pasal 284 KUHP bahwa diancam pidana 
penjara paling lama sembilan tahun apabila pasangan wanita 
atau pria yang dalam statusnya terikat pernikahan. Persepsi 
masyarakat tentang nikah sebagai cara dalam persoalan zina 
dan tuduhan zina ini lah yang menjadi suatu kajian yang 
menarik bagi penulis selaku akademisi untuk meneliti 
bagaimana sebenarnya yang melatarbelakangi masyarakat 
dalam mengatasi persoalan perzinahan ini dengan cara 
menikahkan tersebut dan bagaimana proses tuduhan zina 
sampai dianggap cukup untuk menuding bahwa telah 
dianggap berzina. 
Dengan demikian, penelitian ini pula ditujukan untuk 
mengungkapkan segala problematik masyarakat dalam konteks 
nikah sebagai cara masyarakat dalam mengatasi persoalan zina 
serta persoalan qadhaf (tuduhan zina) di lokasi penelitian, 
mengingat persoalan berkaitan zina ini sangat buruk, terlebih 
Kota Bima sendiri mayoritas beragama Islam. Dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti berusaha 
mengungkap gejala-gejala sosial masyarakat terhadap 
eksistensi hukum di masyarakat yakni pernikahan dengan 
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alasan tuduhan zina serta mengungkap nilai-nilai serta aspek 
sosial yang melatarbelakangi adanya ketetapan untuk menikah 
sebagai cara menyelesaikan persoalan zina dan persepsi 
tuduhan zina. 
 
Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni, Kualitatif. di mana mendeskripsikan objek penelitian 
secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan 
konsep atau pemahaman dari suatu gejala.5 Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, 
serta fungsional struktural, adapun pendekatan fenomenologi 
artinya peneliti akan melihat gejala yang terjadi di masyarakat 
dan memaparkan seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi 
peneliti (verstehen). Dalam melihat gejala yang terjadi, peneliti 
berusaha untuk tidak terlibat secara emosional.6 
Dengan pendekatan fenomenologi diharapkan dapat 
memahami bagaimana gejala sosial dapat mempengaruhi 
hukum guna menyesuaikan atas gejala tersebut terhadap 
masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi 
di wilayah tersebut. 
Adapun pendekatan fungsional struktural artinya 
peneliti akan melihat fenomena sosial terjadi di masyarakat 
yang berupa aktivitas-aktivitas masyarakat secara umum dalam 
hukum, baik itu cara kontrol sosial masyarakat, juga melihat 
bagaimana struktur masyarakat dalam memanfaatkan fungsi-
fungsi dan peran masing-masing anggota masyarakat. Fakta 
sosial menjadi hal yang penting guna memahami bahwa 
masyarakat menciptakan karakter hukumnya sendiri dengan 
                                                 
5 B. Sudjaja dan Albertus Heriyanto, Panduan Penelitian (Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2010), 49. 
6 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 
2009), 246. 
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melihat gejala serta fenomena sosial guna meneliti bagaimana 
latar belakang serta alasan yang melatarbelakangi terbentuknya 
suatu hukum dengan memberikan sanksi berupa tindakan 
yang mengikat yakni sanksi nikah. Selain itu juga peneliti 
memahami bagaimana norma-norma tersebut dipertahankan 
guna menciptakan kontrol sosial yang ingin dicapai oleh 
masyarakat yang sebenarnya dalam mengatasi persoalan 
perzinahan yang dianggap sebagai penyakit yang meresahkan. 
 
A. Hukum Zina dalam Pandangan Hukum Islam dan 
Perundang-undangan di Indonesia 
1. Hukum Zina dalam Pandangan Hukum Islam 
a. Pengertian Zina 
Zina dalam pengertiannya adalah hubungan 
seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan 
yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka 
dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syuh}bat) dari 
pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.7 
Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai 
persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang 
sah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Adapun 
menurut ulama Syafi’iyyah, mendefinisikan zina adalah 
memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan 
tidak syuhbat dan secara naluriah memuaskan hawa 
nafsu.8 Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah 
‚hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh 
                                                 
7 Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 119. 
8 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000), 69. 
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perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam 
hubungan seksual tersebut.9 
b. Dasar Hukum Larangan Perzinahan 
Islam telah menentukan cara menyalurkan naluri 
seks melalui lembaga perkawinan, oleh sebab itulah, 
penyaluran naluri seks di luar perkawinan yang sah 
sangat bertentangan dengan yang telah ditentukan 
dalam Islam, itulah sebabnya zina dilarang keras dalam 
Islam, sebagaimana dalam firman Allah: 
َْۡتقۡ اَوَلا ىۡٱَۡربُوا ِٓۡۡحَشةۡ َف ََۡۡكنَۡۡإِنَّهُۡۡلّزَِنَ ۡۡءَۡوََسا ٣٢َۡۡسبِيل   
Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya 
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 
jalan yang buruk. (QS al-Isra’ [17]: 32)10 
c. Pembagian zina 
Dalam pembagian had zina, dibagi dalam dua 
kategori, hal ini membedakan bahwa jika seseorang 
melakukan zina baik itu masih perjaka maupun sudah 
menikah memiliki kriteria tersendiri dalam pemberian 
hukuman. Ada dua kategori, yakni: 
1) Muhsan 
Zina muh}s}an ialah zina yang pelakunya 
berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya 
pelaku adalah orang yang masih dalam status 
pernikahan atau pernah menikah secara sah.11 
  
                                                 
9 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1996), 2026 
10 Departemen Agama RI, Terjemahan & Tafsir Al-Qur’an Huruf Arab & 
Latin (Bandung: Fa. Sumatra,1976), 597. 
11 H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 
2013), 20. 
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2) Ghairu Muhsan 
Zina ghairul muhsan ialah zina yang 
pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. 
Artinya, pelakunya belum pernah menikah secara 
sah dan tidak sedang berada dalam ikatan 
pernikahan.12 
d. Sanksi Bagi Pezina 
Sanksi yang dikenalkan kepada pelaku zina 
adalah rajam dan dera. 
1) Rajam 
Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak 
secara eksplisit disebutkan di dalam Al Qur’an, tetapi 
eksistensinya diterapkan melalui ucapan dan 
perbuatan Rasulullah.13 Selain itu ketentuannya 
ditetapkan di dalam hadis, ijma’ para sahabat, dan 
konsensus ulama fiqh dari kalangan mazhab mana 
pun.14 
Rajam secara definisi adalah hukuman yang 
dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki maupun 
perempuan yang telah menikah (muhsan), yang 
dilakukan dengan melempari pelaku dengan batu 
kecil hingga mati. 
2) Dera dan Pengasingan 
Sanksi atau pun h}ad dera sendiri berkenan 
dengan pembagian zina yang dikategorikan dalam 
ghairul muhsan dimana zina ini pelakunya masih 
berstatus nya masih perjaka atau gadis. 
Adapun h}ad terhadap ghairu muhsan, 
berdasarkan surah An-Nuur [24] ayat 2, naka 
                                                 
12 Ibid. 
13 H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 
2013), 20. 
14 Ibid., 26. 
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hukuman bagi seseorang yang dikategorikan ghairu 
muhsan yakni 100 kali didera di hadapan orang 
banyak, menurut pendapat Syafi’i dan Ahmad Ibn 
Hambal, di samping itu ia harus diasingkan selama 
satu tahun.15 
2. Ketentuan Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan 
di Indonesia 
a. Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
Dalam landasan hukum pidana dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan terkait zina, dijabarkan dalam beberapa pasal 
dan dalam bab tertentu, antara lain: 
Pasal 28416 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan: 
1. a. Seorang pria yang telah kawin yang 
melakukan mukah (overspel), padahal 
diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku 
baginya; 
 b. Seorang wanita yang telah kawin yang 
melakukan mukah; 
2 a Seorang pria yang turut serta melakukan 
perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa 
yang turut bersalah telah kawin; 
 b. seorang wanita yang telah kawin yang turut 
serta melakukan perbuatan itu, padahal 
diketahui olehnya bahwa yang turut 
bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW 
berlaku baginya. 
                                                 
15 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 
49. 
16 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2008), 104. 
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(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas 
pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana 
bagi mereka berlaku Pasal 17 BW, dalam tenggang 
waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai 
atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu. 
(3) Terhadap pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, Pasal 
73, dan Pasal 75. 
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum 
dimulai. 
(5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan 
tidak diindahkan selama perkawinan belum 
diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan 
yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi 
tetap. 
 
Adapun Unsur-unsur delik zina, adalah sebagai 
berikut:17 
a) Pria dan Wanita, yakni dalam perbuatan zina, zina 
dilakukan secara ‚bersama-sama‛, tidak dilakukan 
oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya 
tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau 
wanita dengan wanita; 
b) Mengetahui lawan jenis terikat perkawinan, kata 
‚mengetahui‛ merupakan unsur dolus (sengaja). Jika 
tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak 
dapat dituntut; 
c) Melakukan persetubuhan; 
d) Adanya pengaduan, maksudnya yakni, dalam 
pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain 
                                                 
17 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 
Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45-46. 
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suami/istri dan yang berzina itu. Pengaduan dapat 
diartikan sebagai keberatan dalam arti 
‚ketidaksetujuan‛. Jika telah dianggap ada 
‚persetujuan‛ maka tidak memenuhi syarat untuk di 
tuntut. 
 
B. Hukum Nikah Bagi Wanita Serta Pria Yang Berzina 
Landasan hukum terkait hukum nikah wanita pezina 
sebagaimana dalam Al Qur’an surah an-Nur [24]: 3, yang 
berbunyi: 
اِنۡٱ ۡۡيَنِكحَُۡۡلۡۡلزَّ وۡ َۡزانَِيةۡ ۡإِلَّ
َ
ِۡۡأ انَِيةُۡٱوََۡۡكةۡ ُمش  َٓۡۡلۡۡلزَّ ۡۡيَنِكُحَها وۡ َۡزانۡ ۡإِلَّ
َ
ِۡۡأ ۡك  ُۡمش 
ۡۡلَِكَۡذ ۡۡوَُحّرِمَۡ ٣ِۡۡۡمنِيَُۡمؤۡ ل ۡٱََۡعَ
Terjemahannya: 
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin 
(Q.S. An-Nur [24]: 3).18 
 
Menurut Sayid Sabiq, boleh menikahi wanita pezina 
dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, 
jika laki-laki dan perempuan zina telah bertaubat dengan 
sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah menyesal, 
membersihkan diri dari dosa dan mulai dengan hidup yang 
bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka Allah menerima 
                                                 
18 Departemen Agama RI, Terjemahan & Tafsir Al-Qur’an Huruf Arab & 
Latin (Bandung: Fa. Sumatra,1976), 764. 
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taubatnya dan memasukkan mereka dengan rahmat-Nya 
dalam hamba-hamba-Nya yang baik19. 
Golongan Hanafi, Syafi’i dan Maliki mengatakan bahwa 
boleh laki-laki zina kawin dengan perempuan zina dan 
sebaliknya perempuan zina boleh kawin dengan laki-laki zina. 
Jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya aqad nikah 
(perkawinan). Selain itu Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 
berkaitan dengan pada masa iddah, berpendapat boleh 
mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis 
iddah, dan juga Imam Syafi’i membolehkan kawin dengan 
perempuan zina sekalipun di waktu hamil, sebab hamil 
semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.20 
 
C. Tuduhan Zina (Qad}af) 
Berkaitan dengan tuduhan zina (qad}af), dalam hukum 
Islam, tuduhan itu ada dua macam, yaitu: tuduhan zina yang 
diancam dengan h}ad, dan tuduhan selain zina yang diancam 
dengan takzir.21 Unsur-unsur dalam jarimah qad}af ini, yakni: 
Pertama, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau 
penolakan terhadap keturunan. Kedua, tertuduh haruslah orang 
yang selamat dari perbuatan tersebut atau muh}s}an, artinya 
yang dituduh itu orang yang baik-baik, bukan seorang yang 
membiasakan diri berbuat zina. Ketiga, adanya kesengajaan 
untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik.22 
Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan 
kebenaran tuduhannya, tuduhan zina itu harus diucapkan 
dalam bahasa yang tegas (eksplisit), seperti ‚Hai Pezina‛, atau 
‚Kamu telah berzina‛, atau ‚Aku telah melihat mu berzina‛, 
                                                 
19 Sayyid Sabiq, Fiqhussunah Jilid 6, terj. Mohammad Thalib (Bandung: 
Alma’arif, 1980), 145. 
20 Ibid., 148-150. 
21 Ibid., 442. 
22 Hakim, Hukum Pidana Islam…, 79-80. 
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sementara terhadap tuduhan yang berupa sindiran harus ada 
bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud qad}af.23 Dalam hal 
pembuktian jarimah qad}af sama seperti jarimah zina, diperlukan 
kehadiran empat orang saksi yang melihat si tertuduh 
melakukan perbuatan tersebut, tidak berdasarkan kata orang, 
dugaan, atau penglihatan yang samar adanya gerakan yang 
dianggap sebagai hubungan seks.24 Hal ini didasarkan dalam 
surat an-Nur ayat 4. 
 
D. Hukum Zina Dalam Perspektif Masyarakat Di Kecamatan 
Rasana’e Barat 
Masyarakat Bima terutama di Wilayah Rasana’e Barat, 
juga mengalami hal yang sama, yakni problematik baik 
kesusilaan yakni perbuatan mesum yang berawal adanya 
khalwat antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah kamar 
yang menjurus ke zina terlebih persoalan zina ini tidak hanya 
dialami anak muda saja, lintas umur pun terjadi malah yang 
sudah bersuami atau istri serta yang masih di bawah umur pun 
terjadi yang kerap terjadi baik itu terjadi di kos-kosan maupun 
hotel. Selain itu, kasus pembuangan bayi serta mulai kurangnya 
pendidikan keagamaan menjadi persoalan yang hadapi 
bersama oleh masyarakat Kota Bima terutama masyarakat 
kecamatan Rasana’e Barat. 
Faktor utama masih terjadinya zina ini adalah mulai 
adanya sifat tidak saling perduli satu sama lain antara warga 
masyarakat, walaupun itu tetangganya. Mereka sudah tidak 
perduli dan ikut campur, semisal di kos-kosan ada laki-laki 
bawa masuk perempuan ke kos, atau pun sebaliknya.25 Selain 
persoalan perzinahan, kasus yang sering terjadi di wilayah 
                                                 
23 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat 
dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 26. 
24 Hakim, Hukum Pidana Islam…, 81. 
25 Wawancara dengan Lurah Tanjung, tanggal 21 Oktober 2016. 
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Kota Bima terutama di Wilayah Rasana’e Barat adalah persoalan 
pembuangan janin bayi, yang merupakan hasil dari hubungan 
luar nikah26. 
Dari hal tersebut terlihat bahwa upaya mengatasi akan 
persoalan tentang zina yang dilakukan oleh kalangan 
masyarakat dimana memberikan sanksi hukum nikah bagi 
pelaku perzinahan yang apabila kedapatan berduaan non 
muhrim di kamar, selama mereka masih bujang dan gadis. 
Namun apabila mereka memiliki status perkawinan, maka 
mereka akan diserahkan dalam rana hukum saja. Upaya ini 
menjadi opsi masyarakat guna menyelesaikan persoalan zina 
yang mereka anggap tepat.27 Proses ini dianggap sebagai cara 
yang ma’ruf nahi mungkar. 
a. Tuduhan zina 
Tuduhan akan zina ini, yang diterapkan oleh 
masyarakat sangat mengandalkan adanya aduan dari warga 
ataupun informan yang ditugaskan untuk mengawasi 
dengan begitu menjadi kacamata bagi kami dalam 
mengetahui keadaan, artinya ada yang memberikan 
informasi, misalkan adanya pemuda atau orang yang masuk 
tanpa izin yang dicurigai.28informan harus ada, informan 
berguna agar tahu bila kita tidak sembarangan turun, selain 
itu informasi yang diberikan bahwa ada pasangan yang 
sudah masuk yang bukan muhrim yang bertamu lama 
sampai di atas jam dua belas malam, maka kita pun turun 
                                                 
26 Wawancara dengan Ustadz Eka Iskandar Z. Kelurahan Na’e, 
tanggal 20 Oktober 2016. 
27 Wawancara dengan Lurah Dara tanggal 21 Oktober 2016. 
28 Wawancara dengan Ketua RW 03 Kelurahan Na’e, tanggal 19 
Oktober 2016. 
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untuk berkunjung guna meminta baik-baik untuk pulang 
tapi kalau tidak mau maka ditindak.29 
Saling menuding ini dilakukan di awal pas ketika 
adanya penggerebekan, proses tuding ini dilakukan oleh 
masyarakat. Ada dua pilihan yang diberikan oleh 
masyarakat ketika proses tuding tersebut, yakni dinikahkan 
atau di bawa ke Polisi dengan alasan berzina.30 
b. Sanksi zina dengan menikah 
Terbentuknya kesepakatan masyarakat dengan 
memberikan sanksi nikah ini sudah berlangsung lama, selain 
itu sosialisasi akan kesepakatan tersebut diinformasikan 
pada sebuah acara warga atau rapat desa (mbolo weki) 
ataupun mbolo rasa. Dalam acara tersebut diikuti oleh warga, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua RT, 
dan ketua RW, elemen-elemen ini dianggap penting guna 
menyepakati akan kesepakatan serta mensosialisasikan 
kesepakatan ini kepada warga.31 
Tindakan pencegahan ini menjadi upaya yang 
dihasilkan dari kesepakatan masyarakat secara non-tertulis 
yang bertujuan guna menjaga ketertiban bermasyarakat, dan 
inilah inisiatif masyarakat, selain itu sebagai bentuk kontrol 
masyarakat dalam menjaga ketertiban kos khususnya kos-
kosan yang pemiliknya jauh atau tidak bertempat di satu 
tempat dengan kos-kosan yang dimiliki, maka ditempatkan 
teman-teman pemuda untuk dapat mengawasi dan 
memberitahu apabila ada hal-hal yang dapat menjurus ke 
                                                 
29Wawancara dengan Ustadz Eka Iskandar Z. di kelurahan Na’e 
kecamatan Rasana’e Barat tanggal 20 Oktober 2016. 
30Wawancara dengan  kelurahan na’e kecamatan rasana’e barat, 
tanggal 9 Agustus 2015. 
31Wawancara dengan Ketua RW 03 Kelurahan Na’e tanggal 19 
Oktober 2016 
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perbuatan yang tidak sopan yakni berduaan dalam kamar, 
yang dapat menjurus ke perzinahan.32  
Proses pembuktian menjadi hal yang penting, 
karena menuduh zina ini diperlukan sebuah bukti dan 
dugaan yang kuat guna tidak terjadi kesalahpahaman akan 
pemberian sanksi. Apapun yang terjadi pada saat gerebek, 
atau kita melihat sedang berbuat atau tidak berbuat itu 
diindikasikan bahwa yang bersangkutan sedang berbuat, 
apa sih maksudnya berduaan dalam kamar, jam sekian, 
bukan muhrim, ya berarti perlu adanya kecurigaan-
kecurigaan, kecurigaan tersebut menjurus kepada sesuatu, 
artinya yang namanya zina.33 
Adapun proses pemberian sanksi nikah atas 
tuduhan zina ini, antara lain:34 
1) Informasi dan Aduan 
Proses ini berawal dari informasi yang didapat 
dari pihak yang dianggap melihat dan merasa 
mencurigai tindakan pasangan lawan jenis yang 
dianggap menjurus ke perbuatan zina yakni melakukan 
khalwat di tempat yang tertutup dan terkunci berdua. 
Informasi ini bisa diberikan warga maupun informan 
yang telah diberi tugas oleh RW untuk senantiasa 
memberikan informasi tentang keadaan kos atau tempat 
penginapan yang dianggap rawan adanya tindakan ini. 
Informan ini bertugas memata-matai tempat kos atau 
tempat penginapan yang dianggap rawan, dan juga 
informasi tentang adanya orang atau pemuda yang 
masuk tanpa izin yang mungkin dicurigai. Selain itu 
                                                 
32Wawancara dengan Ketua Pemuda 2014, Warga Kelurahan Na’e 
Kecamatan Rasana’e Barat, tanggal 9 Agustus 2015. 
33 Wawancara dengan Ketua RW 03 Kelurahan Na’e Tanggal 19 
Oktober 2016. 
34 Ibid. 
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informasi yang terkait ketertiban di wilayah tersebut 
selalu dilaporkan kepada RW. Namun terkadang 
informasi ini dilaporkan ketika yang bersangkutan itu 
berduaan dalam kamar dalam kurun waktu sekian puluh 
menit di dalam kamar baru ada yang menginformasikan. 
2) Kroscek atau Memantau Kembali 
Proses ini dilakukan berawal dari adanya 
informasi yang diberikan oleh informan atau warga yang 
melihat adanya tindakan yang menjurus ke arah 
perzinahan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. 
Pengecekan ini dilakukan sendiri oleh RW di mana turun 
langsung di lapangan dan memantau apakah benar 
informasi yang diberikan tersebut benar atau tidak. Jika 
informasi tersebut salah setelah dilakukan pantauan, 
tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang 
melapor namun hanya teguran. Namun seharusnya jika 
memang yang diinformasikan itu salah maka perlu 
adanya suatu konsekwensi yang didapat dari si informan 
sebagaimana dalam konsep hukum Islam akan diberikan 
delapan puluh kali dera atau semacam hukuman agar 
tidak sembarangan menginformasikan seseorang 
melakukan zina tanpa adanya bukti yang kuat. 
Sedangkan jika informasinya benar setelah dilakukan 
pemantauan maka upaya selanjutnya adalah 
penggerebekan pada tempat kos atau tempat penginapan 
yang dianggap melakukan tindakan yang melampaui 
batas yang mengindikasikan menjurus kepada perbuatan 
zina.  
3) Penggerebekan  
Pada proses ini, penggerebekan dilakukan dengan 
mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, antara 
lain, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Pemuda, Tokoh 
Masyarakat serta masyarakat. Selain itu yang terpenting 
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sudah dilakukan upaya untuk mengetahui apa yang 
terjadi dan apa yang dilakukan oleh pasangan yang 
berduaan tersebut, karena dalam kurun waktu sekian 
puluh menit yang diperkirakan oleh masyarakat yang 
menimbulkan kecurigaan dan mengindikasikan menjurus 
pada perbuatan zina, hal ini karena zina dimaknai 
kedapatan berduaan dalam kamar walaupun kita tidak 
melihat sedang melakukan tetapi indikasinya sudah 
menjurus pada perzinahan. 
Apapun yang terjadi pada saat gerebek baik itu 
melihat atau sedang berbuat atau tidak berbuat itu 
diindikasikan bahwa yang bersangkutan sedang berbuat, 
apa sih maksudnya berduaan dalam kamar, jam sekian, 
bukan muhrim, maka kecurigaan-kecurigaan tersebut 
menjurus kepada sesuatu yakni perbuatan zina. 
4) Interogasi 
Dalam proses ini, ketika ada pasangan yang 
kedapatan berduaan dalam kamar atau tempat yang 
dicurigai berbau unsur zina maka mereka akan 
diinterogasi secara mendalam, yakni meminta klarifikasi 
apa yang dilakukan dalam kamar berdua dengan kurun 
waktu yang lama. Pengakuan atas perbuatan mereka 
sangat dibutuhkan guna mengetahui secara pasti apa 
yang mereka lakukan selain dari apa yang dilihat ketika 
waktu penggerebekan yang dilakukan oleh warga. Jika 
memang mencoba untuk acuh tak acuh atau tidak 
memiliki iktikat baik yang mana mengindikasikan lari 
dan tidak mau bertanggung jawab, maka ada upaya 
membentak guna menanyakan kejelasan yang pasti atas 
perbuatannya selain itu memberikan pembinaan bahwa 
perbuatan tersebut tidak baik. Selain itu juga 
menanyakan status dari kedua orang tersebut, apakah 
mereka sudah menikah atau masih bujang dan masih 
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perawan, selain itu seperti KTP dan data dari si pelaku 
diperlukan guna menginformasikan kepada orang tua 
ataupun saudara bahwa mereka telah terjaring razia yang 
dilakukan oleh masyarakat. 
5) Sanksi 
Setelah proses tahapan keempat sudah dilakukan, 
maka proses seterusnya yakni pemberian sanksi, 
pemberian sanksi ini diawali dengan dibuatkan BAP. 
BAP ini berisi tentang isi interogasi sampai memutuskan 
yang bersangkutan ini harus dinikahkan, selain itu 
dibuatkan surat pernyataan siap menikah35. 
Pemberian sanksi nikah ini ada dua pengaruh 
dalam sudut pandang status: yakni, pertama, yang 
bersangkutan masih berstatus perawan atau masih 
bujang, dimana di dapati melakukan tindakan zina itu 
harus menikah dengan catatan dengan cara-cara yang 
dianggap ma’ruf dan santun, yakni dipanggil orang tua 
masing-masing, guna menikahkan mereka terlebih sudah 
adanya surat pernyataan siap menikah yang mereka buat 
sebagai bentuk kesiapan untuk menikah. Menikah adalah 
solusi yang paling tepat bagi mereka yang masih 
berstatus perawan atau pun bujang36 Kedua, yang 
bersangkutan berstatus menikah, baik itu suami orang 
ataupun istri orang maka yang dilakukan yakni diberikan 
kepada ranah hukum yaitu kepolisian. 
6) Menginformasikan Kepada Orang Tua 
Setelah dilakukan BAP dan membuat surat 
pernyataan bersedia menikah serta memberikan 
rekomendasi bahwa mereka harus menikah maka proses 
selanjutnya adalah menginformasikan kepada orang tua 
                                                 
35 Wawancara dengan ustadz Eka Iskandar Z. Tanggal 20 Oktober 
2016. 
36 Wawancara dengan Lurah Sarae tanggal 21 Oktober 2016. 
20 | Syarif Hidayatullah 
Sangaji  Jurnal Pemikiran  Syariah dan  
 
 
masing-masing bahwa anaknya telah terjaring razia 
warga yang mana diindikasikan berbuat zina dan harus 
dinikahkan. Informasi ini merupakan upaya masyarakat 
guna orang tua dari pelaku untuk dapat menjemput 
anaknya serta menyampaikan kronologis kejadian baik 
itu informasi-informasi yang perlu diberitahukan. 
Informasi ini diberitahukan kepada orang tua, saudara 
(paman, bibi) atau keluarga dekat, yang mana diberikan 
oleh si wanita dan pria guna dihubungi. Upaya ini agar 
orang tua tersebut mau menikahkan anaknya terlebih 
rasa malu yang dirasakan dan juga yang awalnya enggan 
menikahkan Insya Allah siap menikahkan, karena faktor 
malunya tersebut.37 
 
E. Nikah Bawah Tangan Atas Tuduhan Zina (Qad{af) 
Masyarakat sudah mengalami perubahan dalam 
memahami bagaimana penyelesaian persoalan zina yang 
menurut mereka sesuai dengan keadaan serta dalam konteks 
negara dan konsep agama. Di sini dianggap sebagai sebuah 
bentuk adaptasi (adaptation) masyarakat yang berkaitan dengan 
masalah persepsi tentang zina, saksi, dan proses pemberian 
sanksi yang terkait persoalan zina. Pemahaman-Pemahaman 
tersebut antara lain: 
1. Zina 
Secara pengertian masyarakat sudah mengetahui 
jelas apa itu perbuatan zina. Zina itu adalah perbuatan yang 
dilarang oleh agama, penyakit masyarakat, perbuatan 
tercela, haram hukumnya dan akan mendapatkan azab. 
Semua persepsi tersebut sangatlah jelas bahwa pemahaman 
akan zina sudah cukup jelas. Akan tetapi yang menjadi 
                                                 
37 Wawancara dengan Ustadz Eka Iskandar Z. di kelurahan Na’e 
kecamatan Rasana’e Barat tanggal 20 Oktober 2016. 
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persoalan adalah bahwa ketika ada pasangan yang 
berduaan dalam kamar dalam waktu yang dianggap lama, 
baik mereka melakukan persetubuhan ataupun tidak maka 
tetap apa yang mereka lakukan dianggap zina. 
Masyarakat menganggap bahwa ketika ada 
pasangan yang berkhalwat atau menyendiri dalam kamar 
berdua dengan kondisi tertutup dan terkunci maka 
masyarakat memberikan sebuah kesimpulan bahwa mereka 
telah melakukan perbuatan zina, meski itu telah terjadi 
hubungan badan atau pun tidak maka mereka tetap 
dianggap berzina, itulah persepsi zina yang dipahami oleh 
masyarakat Rasana’e Barat. Perbedaan yang signifikan 
terkait pemahaman zina ini, karena ditentukan adanya 
waktu yang lama mereka tersebut dalam kamar, meskipun 
begitu dalam konsep Islam yang menjadi hukum dasar serta 
living law dalam sudut pandangnya bahwa zina dianggap 
sebagai persetubuhan yang dilakukan di luar nikah tanpa 
disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut 
serta adanya saksi yang melihat jelas adanya persetubuhan 
tanpa adanya halangan, selain itu saksi haruslah empat 
orang. 
Pemahaman ini mengindikasikan bawah masyarakat 
Bima tidak mentolerir aktifitas apapun yang dapat menjurus 
ke dalam zina, yakni dengan menyamakan keadaan antara 
pasangan yang ber-khalwat dalam sebuah kamar dengan 
kondisi tertutup dan terkunci dengan keadaan yang telah 
melakukan persetubuhan yang mana pasti itu zina. Maka 
apapun bentuk dari persaksian atau pun pembuktian 
masyarakat akan bersikukuh bahwa mereka telah 
melakukan zina terlebih lagi jika ketika proses 
penggerebekan dilakukan didapati mereka dalam kondisi 
telanjang ataupun setengah telanjang, akan semakin 
22 | Syarif Hidayatullah 
Sangaji  Jurnal Pemikiran  Syariah dan  
 
 
menguatkan indikasi perbuatan mesum tersebut telah 
melakukan hubungan badan dan dianggap zina. 
Meskipun begitu, persoalan zina ini tetaplah harus 
mengacu pada hukum dasar yang menjadi pandangan guna 
tidak memberikan hukuman pada yang tidak terbukti akan 
tindakannya tersebut. perbedaan ini sangatlah signifikan 
dan dapat diindikasikan keraguan, karena pemberian sanksi 
bagi pezina sangat menitikberatkan pada saksi dan 
pengakuan dari pelaku, terlebih apabila keadaan saksi yang 
mana hanya melihat bahwa mereka masuk dalam kamar 
dan tidak mengetahui apa-apa yang dilakukan pasangan 
tersebut. 
2. Saksi 
Dalam dimensi saksi ini, kalau dipahami dengan 
konsep hukum Islam yakni yang berkaitan dengan tuduhan 
zina (qadaf), menuduh seseorang yang berzina haruslah 
menyertakan adanya saksi empat orang yang adil, yang 
mana ia haruslah melihat, mengetahui dengan pasti bahwa 
mereka melakukan zina sedang ucapan yang tegas. 
Tuduhan ini haruslah jelas dan meyakinkan bahwa mereka 
benar-benar melakukan persetubuhan dengan pasti melihat 
hubungan badan atau seks. Dalam praktek yang dilakukan 
oleh masyarakat bahwa saksi yang melihat adanya 
pasangan yang masuk berduaan dalam kamar dan adanya 
waktu yang lama maka dianggap saksi tersebut telah pasti 
melihat adanya perbuatan zina. 
Informasi dari saksi dalam hal ini berupa 
penglihatan, maksudnya adalah bahwa si saksi hanya 
melihat bahwa ada sepasang kekasih yang telah masuk 
dalam satu kamar dan tertutup serta waktu yang lama. 
Unsur aduan ini ada empat, yakni pertama, adanya 
pasangan yang non muhrim. Kedua, melihat. Ketiga, tertutup 
atau kamar terkunci, dan Keempat, ada tenggang waktu 
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yang cukup lama. Maka kalau unsur aduan tersebut 
terpenuhi maka bisa diindikasikan bahwa mereka berbuat 
zina. Walaupun begitu pemberian sanksi atau hukuman 
bagi saksi yang berbohong atau menyampaikan hal yang 
salah perlu juga diberikan karena menuduh seorang berzina 
dalam konsep hukum Islam akan di dera delapan puluh 
kali, hal ini karena hukum Islam memandang bahwa 
permbuktian sangat penting, terlebih lagi living law yang 
hidup di masyarakat menjunjung tinggi keislaman maka 
tentu harus juga mempertimbangkan bahwa jika informasi 
yang diberikan salah akan berakibat pada tuduhan yang 
salah dan harus diberikan konsekwensi hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya tersebut. 
3. Tenggang Waktu dalam Kamar 
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat 
secara keseluruhan memiliki tingkat pendidikan serta 
pengetahuan yang berbeda-beda dalam level nya. 
Penafsiran serta kesimpulan yang dipertimbangkan oleh 
masyarakat tentu akan merujuk pada norma-norma serta 
nilai-nilai yang hidup di kehidupan masyarakat tersebut, 
atau disebut dengan living law.   
Maka dari itu pemufakatan akan batasan dalam 
menganggap bahwa dapat dicurigai pasangan yang berbuat 
zina itu dengan mempertimbangkan tenggang waktu 
pasangan tersebut berduaan dalam kamar dalam kondisi 
tertutup atau dikunci. Dari kondisi tersebut maka 
masyarakat menyimpulkan bahwa ada unsur perbuatan 
zina.  
Dalam konsep Islam, tidak mengenal adanya 
konsep waktu sebagai ukuran dalam menentukan bahwa 
mereka melakukan zina, karena yang menjadi patokan 
bahwa mereka melakukan zina adalah adanya hubungan 
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kelamin atau seks, saksi, pengakuan serta adanya 
kehamilan. 
Ketentuan waktu yang mana memberikan hipotesa 
masyarakat ketika mereka melakukan aksi yakni razia dan 
mengamati terhadap sepasang oknum yang berdua-duaan 
dalam sebuah kamar yang mengindikasikan bahwa mereka 
melakukan zina atau bersetubuh. Konsep pemikiran ini 
tidak terlepas dari pemahaman masyarakat bahwa ketika 
seorang laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam satu 
kamar maka tentu yang pasti akan ada ketertarikan akan 
lawan jenis sehingga bisa terjadi interaksi yang dapat 
menjurus ke perbuatan zina. Pemahaman ini sudah menjadi 
pendapat yang kuat dan tidak mungkin jika seseorang 
berduaan dalam kamar dengan waktu yang lama kalau 
bukan zina begitulah persepsinya.  
Metode ini merupakan adaptasi masyarakat dalam 
tambahan hukum zina guna bisa menjerat dan menekan 
pelaku guna mau mengakui perbuatan zina tersebut. 
Namun, anggapan bahwa waktu menjadi patokan tersebut, 
bagi penulis itu hanyalah sebatas hipotesis atau dugaan, 
karena tidak pasti dan tidak memungkinkan untuk 
mengetahui apakah mereka melakukan zina atau tidak 
karena poin penting dalam zina adalah adanya 
persetubuhan. 
4. BAP 
BAP dimaknai sebagai berita acara pemeriksaan, 
biasanya BAP hanya diterapkan oleh kepolisian namun 
masyarakat menggunakan istilah ini guna menjadi acuan 
akan kronologis kejadian dalam proses penggerebekan yang 
nanti akan di tanda tangani oleh si pelaku. Adanya 
pemikiran ini memberikan gambaran bahwa masyarakat 
memahami betul akan pentingnya pembuktian serta 
kronologis yang nanti akan disampaikan kepada orang tua, 
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keluarga, atau pihak yang diwakilkan guna tidak terjadinya 
kesalahpahaman informasi dalam proses penggerebekan 
tersebut. 
5. Surat Pernyataan Siap Nikah 
Melihat adanya karakteristik masyarakat dalam 
membentuk hukum zina sendiri menjadikan pergeseran 
dalam pemahaman zina menjadi luas dan membentuk tafsir 
baru, yakni dengan menganggap bila ada pasangan yang 
berduaan dalam kamar, waktu yang lama, ada nya saksi 
melihat mereka masuk dalam kamar maka baik itu 
melakukan atau tidak melakukan tetap dianggap zina. 
Dari pemahaman masyarakat tersebut timbul upaya 
untuk mengikat guna tidak dapat seorang tersebut 
mengelak dari tuduhan zina. Upaya tersebut dengan 
membuat surat pernyataan siap menikah. Adanya surat 
pernyataan siap nikah, memberikan gambaran bahwa 
mereka memahami akan pentingnya legalitas guna 
memberikan efek takut serta jera. Dengan adanya surat 
pernyataan ini dapat mengikat si pelaku terutama bagi 
pihak pria untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 
mereka serta siap untuk dinikahkan. Surat pernyataan siap 
menikah ini berisi berupa kesiapan untuk menikah sehingga 
menjadi alasan yang secara norma hukum dapat 
dipertanggungjawabkan nanti ketika si pria tidak mau 
menikah. Adanya pemikiran ini untuk membuat surat 
pernyataan siap nikah ini berkaitan dengan penyesuaian 
hukum Islam dengan dikolaborasikan dengan hukum 
negara dan membentuk wajah baru atau hukum baru yang 
membentuk model atau karakteristik yang disesuaikan 
dengan keadaan masyarakat yang disesuaikan dengan 
adaptasi, tujuan, integrasi masyarakat dalam mengontrol 
wilayahnya bersama, dan latency ataupun mempertahankan 
nilai-nilai keislaman yang ada di masyarakat bahwa 
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perbuatan zina itu akan membawa dosa, mendapat 
hukuman, dan rasa malu. 
6. Sanksi 
Sanksi yang dibuat oleh masyarakat menjadi model 
serta karakter atas bentuk keadaan sosial yang menjadi 
fenomena sosial dalam proses interaksi antara individu 
dalam memahami zina serta akibatnya. Sanksi yang 
diterapkan dalam penerapan hukum ini, yakni maksimum, 
maksudnya bahwa tidak ada sanksi lain selain sanksi nikah, 
dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa tidak ada 
penyelesaian yang baik dan ma’ruf selain mereka tersebut 
menikah, karena anggapan nya bahwa dari pada mereka 
melakukan persetubuhan secara tidak berasaskan dalam 
pernikahan dan juga secara hukum tidak membolehkan, 
baik itu secara hukum Islam maupun dalam lingkup hukum 
positif. 
Secara norma tindakan perzinahan memberikan 
dampak yang buruk baik itu bagi pelaku, keluarga, tempat 
dan wilayah atau desa yang dijadikan tempat untuk mereka 
melakukan zina, maka menikah menjadi cara terbaik yang 
dipilih dari persoalan had} zina. Pemberian had} atau 
hukuman dengan rajam ataupun di dera seratus kali 
dianggap tidak dapat dipraktekkan dalam konteks hukum 
pidana Islam, karena Indonesia adalah negara hukum yang 
mana terdapat undang-undang serta Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur akan persoalan 
perbuatan mesum ataupun zina.  
Dengan adanya sanksi nikah ini diharapkan dapat 
mengembalikan keadaan dari si perempuan guna menjaga, 
melindungi serta tidak ada yang dirugikan. Hal ini karena 
perbuatan zina dianggap mencemarkan nama baik 
keluarga, status serta derajat yang mengakibatkan adanya 
rasa malu. Tindakan dengan memberikan sanksi ini 
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berlandaskan akan prinsip dari pernikahan dalam bentuk 
tanggung jawab, terlebih dalam hikmah pernikahan, nikah 
sebagai jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk 
menyalurkan naluri seks, juga anak serta keturunan menjadi 
mulia, selain itu tanggung jawab juga tidak terlepas dari 
unsur hikmah pernikahan. Selain itu goal attainment atau 
tujuan yang dicapai dengan adanya sanksi ini dapat 
memberikan efek jera, malu, rasa takut dan contoh, supaya 
tidak ada lagi oknum-oknum yang berbuat zina. 
Pola latency yang dipertahankan oleh masyarakat 
guna menjaga nilai-nilai keagamaan, tradisi, norma 
kesusilaan serta norma-norma hukum yang bercampur ke 
dalam kesepakatan tersebut sehingga membentuk hasil 
hukum yang mana memberikan sanksi nikah sebagai cara 
dalam menyelesaikan problematik, gejala, dan fakta sosial 
yang terlihat akan bahaya nya perbuatan zina, seks bebas 
serta perilaku modern tertentu yang tidak mencerminkan 
nilai-nilai budaya, tradisi, keagamaan serta norma 
kesusilaan yang sewajarnya. 
 
Kondisi masyarakat Rasanae Barat dapat dianalisis 
dengan konsep AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Persons, 
melihat bahwa perilaku masyarakat ini terdapat beberapa poin, 
yakni: pertama, masyarakat mencoba membentuk hukum yang 
sesuai dengan keadaan serta watak dari wilayah baik itu 
tradisi, norma, dan nilai-nilai agama yang menjadi living law 
dalam kehidupannya. Pembentukan ini dilakukan dengan cara 
musyawarah yang dalam sebuah media bersama yakni Mbolo 
Rasa atau Mbolo Weki, Kedua, adanya tujuan yang ingin dicapai 
dari sebuah hukum atau kesepakatan tersebut, di mana tujuan 
dari dibuatkannya kesepakatan dalam pemberian sanksi nikah 
ini untuk menjaga ketertiban wilayah dan juga menjaga serta 
melindungi bagi pihak wanita ke depannya, yang mana akibat 
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dari hubungan persetubuhan di luar nikah tersebut yakni 
adanya kehamilan, sehingga supaya anak serta kedudukan 
wanita tidak menjadi hina, maka nikahlah yang menjadi tujuan 
guna mencegah hal-hal yang tidak inginkan dalam konsep amal 
ma’ruf nahi mungkar. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam 
menjaga dari adanya tindakan pelanggaran kesusilaan yakni 
zina, yaitu dengan keikutsertaan semua elemen masyarakat 
dalam memberikan informasi terhadap hal-hal yang 
mencurigakan dan tindakan segelintir orang yang dapat 
menjurus ke dalam perbuatan zina. Keempat, mempertahankan 
nilai-nilai keadilan serta ketegasan dalam memberikan sanksi 
bagi yang dituduh zina menjadi penting untuk dipertahankan 
agar proses kontrol ini menjadi efektif dan dapat membawa 
hukum tersebut mencapai tujuan atau Goal Attainment yang 
diinginkan masyarakat dari terbentuknya kesepakatan hukum 
sanksi nikah tersebut. 
Dari keinginan akan hukum yang dibuatkan tersebut, 
ternyata ada kecenderungan pesimis dalam praktek dan 
penegakan hukum yang dilakukan dalam kesepakatan 
pembentukan sanksi nikah dimana adanya ketakutan akan 
tidak tercapainya tujuan hukum tersebut oleh masyarakat, 
dalam sudut pandang ini ketidak keinginan masyarakat untuk 
tidak membentuk kesepakatan sanksi nikah ini secara tertulis, 
bahwa mereka mengetahui bahwa ada segelintir orang bisa 
memanfaatkan celah akan hukum sanksi ini ataupun ada poin-
poin tertentu yang tidak disebutkan dalam aturan yang nanti 
jika dibuatkan secara tertulis, maka dari itu, mereka 
menyepakati hukum ini secara non tertulis, dengan begitu jika 
ada hal-hal yang tidak dijabarkan maka bisa ditambahkan. 
Sistem kultur yang ada di Bima, di mana nilai-nilai 
keislaman menjadi pandangan berperilaku menjadi kurang 
serta pendidikan agama dan sosialisasi akan bahayanya seks 
bebas dianggap kurang, dan mengakibatkan kultur keislaman 
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yang mulai memudar. Sistem sosial yang diharapkan dapat 
mengontrol masyarakat guna memberikan efektifitas ketaatan 
hukum mulai mengalami kemerosotan, dimana upaya-upaya 
razia di tempat-tempat kos atau pelarangan tamu di atas jam-
jam yang riskan mulai ditiadakan dan volume aktifitas kajian 
tersebut yang menjadi esensi dari terbentuknya kesepakatan 
dalam melakukan razia guna memberikan sanksi agar menjadi 
contoh guna memberikan efek jera tidak tercapai dan kurang 
efektif dalam mengatasi fenomena-fenomena sosial yang 
menjadi penyakit masyarakat yakni zina, maka sanksi nikah 
menjadi opsi dalam menyelesaikan persoalan zina ini. 
Dari hal-hal, ada beberapa hal yang menjadi sorotan 
akan keberlangsungan proses ini, yang penulis anggap sebagai 
penunjang akan bertahannya ketetapan dalam penyelesaian 
atas persoalan zina ini , antara lain: pertama, proses 
pemberlakuan ini tidak akan berjalan jika tidak ada unsur 
masyarakat, penghuni kos serta pemilik kos untuk saling 
menjaga dan menertibkan tindakan-tindakan atau kegiatan-
kegiatan yang ada di kos-kosan atau tamu yang melebihi jam 
kunjungannya. Kedua, proses ini menitik beratkan akan 
pentingnya kontrol, maka upaya razia menjadi penting namun 
yang terjadi proses ini mengalami penurunan intensitasnya 
sehingga upaya kontrol tersebut tidak terpenuhi secara 
keseluruhan. Ketiga, saksi tidak dapat menjadi pertimbangan 
penting dalam pemberian sanksi nikah ini, karena diperlukan 
pengakuan yang jelas dari pelaku apa memang mereka 
melakukan atau tidak. Karena terlihat akan adanya pemaksaan 
hukum terhadap pelaku, hal ini akan berakibat pada proses 
pernikahan serta keberlangsungan hubungan pernikahan 
tersebut yang bisa saja tidak akan berlangsung lama. Keempat. 
Sanksi nikah secara bawah tangan ini tidak serta merta 
memberikan kepastian hukum yang kuat dalam konteks 
hukum negara. Pernikahan ini tidak memberikan efek yang 
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baik, seperti kewajiban nafkah, status pernikahan, status anak, 
harta bersama dan gampangnya cerai. Semua ini sudah menjadi 
problem yang pasti dialami, selain itu adanya bentuk sanksi 
nikah ini menurut penulis sebagai bentuk upaya pembersihan 
atas perbuatan zina yang mereka lakukan, agar mereka 
bertaubat serta tindakan yang mereka lakukan nanti tidak 
dianggap zina lagi. Secara konsep Islam jika sudah menikah 
maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah dan lainnya, 
akan tetapi karena adanya timpang tindih antara pemberlakuan 
hukum serta keadaan nikah yang seperti itu menjadi persoalan 
ini tidak memberikan efek yang baik bagi status si perempuan 
nantinya serta pernikahannya. 
Berkaitan dengan nikah bagi yang dituduh zina 
menurut penulis, bahwa pemberian nikah ini dikategorikan ke 
dalam konteks sanksi, yang mana nikah menjadi sebuah 
hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan zina maupun 
yang tidak sampai melakukan. Dalam konteks nikah menjadi 
sebuah solusi dalam hal ini tidak lah bersifat menyelesaikan 
namun malah menjadi sebagai sebuah respon akan tindakan 
yang telah dilakukan oleh oknum masyarakat dengan melihat 
bahwa pelaku yang melakukan bisa yang belum menikah dan 
yang sudah menikah. Begitupun keberlangsungan pernikahan 
yang terjadi malah tidak bertahan begitu lama, hal ini terjadi 
karena oknum masyarakat tersebut menganggap enteng akan 
sebuah pernikahan terlebih pernikahan yang terjadi adalah 
pernikahan bawah tangan yang mereka anggap sesuatu itu 
gampang, baik gampang nikah dan gampang talak seperti 
dalam contoh kasus pertama. 
Dari hal tersebut, maka yang terjadi adalah ketetapan 
bersama terkait nikah bawah tangan bagi yang dituduh zina 
tidak memberikan dampak positif akan keberlangsungan 
pernikahan serta antara kedua belah pihak. Opsi nikah menjadi 
sebuah bentuk sanksi yang menurut penulis menjadi hal yang 
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paling ditakuti. Hal ini terlihat bahwa nikah menjadi sesuatu 
yang sulit dalam proses serta diakuinya pernikahan. 
Menariknya bahwa nikah bukan lagi sebagai bentuk 
dalam konteks agama menjadi jalan dalam melindungi 
perbuatan zina, akan tetapi malah menjadi hal yang sangat 
ditakuti. Selain itu upaya masyarakat menurut penulis tidak 
memberikan kepastian akan terjadinya pernikahan, karena 
masyarakat hanya memposisikan sebagai pemberi sanksi 
namun tidak selamanya melaksanakan sanksi tersebut dengan 
hanya meminta orang tua dari pasangan atau pasangan 
tersebut untuk menikah, pengakuan serta keadaan yang ketika 
dalam proses razia meyakinkan bahwa mereka telah 
melakukan hubungan dengan melihat kasus yang terjadi. 
 
SIMPULAN 
1. Masyarakat menganggap zina merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh agama dan akan mendapatkan dosa, selain itu 
maraknya persoalan yang berkaitan dengan zina membuat 
masyarakat resah maka dari itu mereka membentuk sebuah 
hukum yang berlaku di wilayahnya tersebut dengan 
memberikan sanksi berupa nikah bagi oknum masyarakat 
yang dianggap berzina. Persepsi zina sendiri oleh masyarakat 
ketika sepasang oknum yang berduaan dalam kamar dengan 
kondisi tertutup, terkunci serta adanya waktu yang lama 
maka mereka berdua sudah dianggap berzina. Pemberian 
sanksi nikah bagi mereka yang melakukan zina merupakan 
cara yang dianggap tepat oleh masyarakat guna mencapai 
amal ma’ruf nahi mungkar. Selain itu efek jera, takut, malu 
menjadi poin penting dalam memberikan ketegasan akan 
keseriusan masyarakat dalam mengatasi persoalan zina. 
Keinginan untuk menjaga serta menegakkan nilai-nilai agama, 
kesusilaan dan hukum menjadi tujuan guna menjaga 
ketertiban. 
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2. Nikah menjadi sebuah sanksi yang memberikan efek atas 
respon masyarakat terhadap tindakan yang telah terjadi pada 
kedua pelaku yang kedapatan berduaan dalam sebuah kamar, 
namun tidak serta merta menyelesaikan persoalan ini, hal ini 
terjadi karena tidak adanya kepastian hukum bagi 
pernikahannya tersebut dalam konteks negara, sehingga 
pernikahan tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama 
namun malah disengaja oleh pelaku guna tidak terjadi 
kemarahan oleh warga terlebih anggapannya nikah bawah 
tangan tersebut gampang nikahnya dan gampang cerainya. 
Selain itu proses sanksi nikah ini hanya memberikan kepastian 
akan terjadinya pernikahan, karena masyarakat 
memposisikan sebagai pemberi sanksi namun tidak 
selamanya melaksanakan sanksi tersebut dengan hanya 
meminta orang tua dari pasangan atau pasangan tersebut 
untuk menikah. 
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